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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres 

Mojokerto dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mengidentifikasi 

faktor-faktor yuridis dan non-yuridis yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-

empiris dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi 

terhadap kegiatan Satbinmas di Polres Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Satbinmas 

Polres Mojokerto telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Implementasi program dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain penyuluhan hukum, patroli 

dialogis, pembinaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta penguatan sistem keamanan lingkungan. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dinilai berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong 

keterlibatan publik dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Namun, pelaksanaan program ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor 

yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Faktor yuridis mencakup regulasi serta kebijakan internal kepolisian yang 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat. Sementara itu, faktor non-yuridis meliputi keterbatasan 

jumlah personel, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta kondisi 

sosial budaya masyarakat di wilayah hukum Polres Mojokerto. Dengan demikian, pelaksanaan program Satbinmas dalam 

pencegahan gangguan kamtibmas memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan konsisten, disertai penguatan sumber daya 

kepolisian serta peningkatan partisipasi masyarakat agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. 

Kata kunci: Satuan Pembinaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat, Pencegahan Kamtibmas, Faktor Yuridis dan Non-

Yuridis, Polres Mojokerto. 

1. Latar Belakang 

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, tertib, serta berkeadilan (Ilham & Rahman, 

2024). Kondisi kamtibmas yang kondusif memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, 

pendidikan, dan pemerintahan secara optimal tanpa adanya rasa takut atau ancaman terhadap keselamatan jiwa 

maupun harta benda (Hori, 2025). Dalam perspektif negara hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran strategis dalam menjaga 

stabilitas keamanan nasional (Maliq et al., 2025). Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Polri berfungsi 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Melisa & Anggraini, 2021). 

Pelaksanaan fungsi kepolisian dalam pemeliharaan kamtibmas tidak dapat hanya bertumpu pada upaya 

penegakan hukum yang bersifat represif. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, ditandai dengan 

kemajuan teknologi, mobilitas sosial yang tinggi, serta perubahan pola interaksi sosial, menuntut adanya 

pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menjaga keamanan (Hasibuan, E. S. SH, 

2021). Pendekatan preventif dan preemtif menjadi strategi penting dalam menghadapi berbagai potensi gangguan 

kamtibmas. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pencegahan sejak dini melalui pembinaan, penyuluhan, 

dan pemberdayaan masyarakat (Effendi, 2023). Dengan demikian, potensi terjadinya gangguan kamtibmas dapat 

diminimalkan sebelum berkembang menjadi tindak pidana yang merugikan masyarakat secara luas. 
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Salah satu konsep yang relevan dengan pendekatan preventif tersebut adalah pemolisian masyarakat 

(community policing). Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga 

keamanan lingkungan. Melalui pemolisian masyarakat, diharapkan terbangun hubungan yang harmonis antara 

polisi dan masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan publik dan partisipasi aktif warga dalam pemeliharaan 

kamtibmas (Syukur et al., 2025). Dalam kerangka pemolisian masyarakat, pembinaan masyarakat menjadi 

instrumen utama yang dijalankan oleh kepolisian untuk membangun kemitraan dan pencegahan kejahatan 

(Maulana & Harahap, 2024). Pembinaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, 

membangun kepatuhan terhadap norma hukum, serta menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan 

lingkungan sekitarnya. Pembinaan yang berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan budaya hukum yang 

mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif (Gaol & Simamora, 2025).  

Satuan Pembinaan Masyarakat merupakan fungsi kepolisian yang secara khusus bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tingkat Kepolisian Resor, fungsi ini diwujudkan 

melalui berbagai program pembinaan masyarakat yang berorientasi pada pencegahan gangguan kamtibmas. 

Program-program tersebut antara lain penyuluhan kamtibmas, pembinaan keamanan swakarsa, penguatan sistem 

keamanan lingkungan, serta pembangunan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat (Tubagus, 2023). 

Pelaksanaan program pembinaan masyarakat memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi keamanan 

yang stabil dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang komunikatif dan partisipatif, kepolisian dapat 

mengidentifikasi permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat serta mencari solusi bersama sebelum 

permasalahan tersebut berkembang menjadi konflik atau tindak pidana (Taufik & BN, 2024). 

Namun demikian, pelaksanaan program pembinaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

penegakan hukum, baik yang bersifat normatif maupun empiris. Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas regulasi, 

profesionalitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat partisipasi masyarakat, serta 

budaya hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat. Apabila faktor-faktor tersebut tidak berjalan secara 

optimal, maka pelaksanaan program pembinaan masyarakat berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan 

(Safitri, 2024). Di tingkat daerah, setiap wilayah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang 

berbeda-beda. Perbedaan karakteristik tersebut berpengaruh terhadap pola gangguan kamtibmas yang muncul 

serta strategi pencegahan yang perlu diterapkan (Safii, SH, 2024). Oleh karena itu, pelaksanaan program 

pembinaan masyarakat perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah hukum. 

Polres Mojokerto merupakan salah satu wilayah hukum di Provinsi Jawa Timur yang memiliki dinamika 

sosial masyarakat yang cukup beragam. Wilayah hukum Polres Mojokerto mencakup kawasan perkotaan, 

pedesaan, industri, serta daerah wisata yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi. Kondisi 

tersebut berpotensi menimbulkan berbagai bentuk gangguan kamtibmas apabila tidak diimbangi dengan upaya 

pencegahan yang efektif. Berdasarkan data Rekapitulasi Gangguan dari Kamtibmas Polres Mojokerto, jumlah 

gangguan kamtibmas pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 1.775 kejadian. Jumlah tersebut apabila dibandingkan 

dengan Tahun 2024 yang juga sebanyak 1.775 kejadian, menunjukkan kondisi yang relatif tetap atau tidak 

mengalami peningkatan secara kuantitatif. Namun demikian, apabila ditinjau lebih mendalam, jumlah kejahatan 

justru mengalami peningkatan sebanyak 10 kasus atau sebesar 0,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Risiko 

penduduk yang terdampak kejahatan tercatat sebesar 194 orang per 100.000 penduduk (Kepolisian Resor 

Mojokerto, 2025). 

Adapun rincian gangguan kamtibmas pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa kejahatan masih mendominasi 

dengan jumlah 1.683 kasus, yang terdiri atas kejahatan konvensional sebanyak 1.573 kasus, kejahatan 

transnasional sebanyak 103 kasus, kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 7 kasus, dan kejahatan 

kontinjensi sebanyak 0 kasus. Selain itu, tercatat pula pelanggaran sebanyak 24 kasus, gangguan sebanyak 60 

kasus, serta bencana sebanyak 8 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi gangguan kamtibmas di 

wilayah hukum Polres Mojokerto masih cukup signifikan dan memerlukan langkah pencegahan yang 

berkelanjutan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, upaya pencegahan gangguan kamtibmas tidak dapat hanya mengandalkan 

penegakan hukum secara represif, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan preventif dan preemtif melalui 

program-program pembinaan masyarakat. Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Mojokerto memiliki peran 

penting dalam membangun kemitraan dengan masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan program Satuan 

Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan gangguan kamtibmas menjadi hal yang menarik dan relevan untuk 

dikaji secara mendalam. 
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2. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk 

menganalisis pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Polres Mojokerto. Penelitian hukum empiris mempelajari bagaimana 

hukum bekerja dalam praktik di masyarakat, tidak hanya terbatas pada kajian norma hukum tertulis, tetapi juga 

menelaah implementasi dan dampaknya dalam kehidupan sosial (Tahir et al., 2023). Pendekatan kualitatif 

digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, mekanisme, serta 

dinamika pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat, khususnya dalam konteks pembinaan dan 

kemitraan dengan masyarakat sebagai upaya pencegahan gangguan kamtibmas. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis-sosiologis dengan perspektif sosio-legal yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma 

tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat.  

Perspektif sosio-legal memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang berinteraksi dengan struktur 

budaya, politik, dan kondisi sosial masyarakat (Astuty & Tohari, 2025), sehingga penelitian mampu 

menganalisis bagaimana kebijakan pemolisian masyarakat dan program Satuan Pembinaan Masyarakat 

dilaksanakan, diadaptasi, serta direspons oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Mojokerto. Pendekatan ini 

memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pemolisian Masyarakat, dengan kajian empiris melalui wawancara dan observasi lapangan. Data penelitian 

bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan personel 

Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Mojokerto, Bhabinkamtibmas, dan pejabat Polsek yang memiliki 

kewenangan pembinaan masyarakat, serta wawancara dengan masyarakat seperti tokoh masyarakat, perangkat 

desa, ketua RT/RW, dan warga yang terlibat dalam FKPM, siskamling, atau program keamanan lingkungan 

lainnya, disertai observasi lapangan terhadap kegiatan penyuluhan, patroli dialogis, dan pertemuan kemitraan.  

Data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, 

Keputusan Kapolri Kep/1995/XII/2021 tentang perubahan struktur organisasi Polri, serta Peraturan Kapolri 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres (contohnya Perkap Nomor 6 Tahun 2017), ditambah literatur ilmiah, 

artikel jurnal, laporan tahunan Polres Mojokerto, dan penelitian sebelumnya. Penelitian dilaksanakan di Polres 

Mojokerto, Jawa Timur, serta beberapa Polsek dan desa/kelurahan yang mewakili karakter wilayah. Populasi 

mencakup seluruh pihak terkait, dengan sampel purposive sekitar 20 orang hingga data jenuh. Analisis dilakukan 

secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi tema, dan perbandingan norma dengan temuan 

lapangan, menggunakan teori penegakan hukum meliputi aturan hukum, aparat, sarana prasarana, masyarakat, 

dan budaya hukum sebagai pisau analisis. 

3.  Hasil dan Diskusi 

1. Pelaksanaan Program Satuan Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Gangguan Kamtibmas di 

Polres Mojokerto 

Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) merupakan salah satu fungsi kepolisian yang memiliki peran 

strategis dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Keberadaan 

Satbinmas diarahkan untuk membangun hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat melalui 

pendekatan pembinaan yang bersifat preventif dan preemtif. Pelaksanaan program Satbinmas di Polres 

Mojokerto merupakan bentuk implementasi tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, khususnya dalam fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Mojokerto, pelaksanaan program Satuan Pembinaan 

Masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan. 

Kegiatan tersebut mencakup penyuluhan hukum, patroli dialogis, pembinaan Forum Kemitraan Polisi dan 

Masyarakat (FKPM), serta penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Program-program ini 

dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah terjadinya potensi gangguan 

kamtibmas, serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah hukum Polres Mojokerto.  

Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Satbinmas Polres 

Mojokerto. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan 

perundang-undangan, hak dan kewajiban warga negara, serta bentuk-bentuk gangguan kamtibmas yang sering 

terjadi di lingkungan masyarakat. Penyuluhan hukum dilaksanakan baik melalui pertemuan langsung di desa dan 
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kelurahan, kegiatan sosial kemasyarakatan, maupun melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, 

dan perangkat desa setempat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman hukum yang 

lebih baik sehingga mampu berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungannya.  

Selain penyuluhan hukum, Satbinmas Polres Mojokerto juga melaksanakan patroli dialogis sebagai upaya 

membangun komunikasi yang efektif antara kepolisian dan masyarakat. Patroli dialogis dilakukan dengan 

mengedepankan pendekatan persuasif, di mana petugas berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk 

menyampaikan imbauan kamtibmas, menggali informasi terkait kondisi keamanan, serta menerima keluhan dan 

masukan dari masyarakat. Melalui kegiatan ini, Satbinmas dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang 

terjadi di lingkungan masyarakat dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.  

Pelaksanaan program Satbinmas juga diwujudkan melalui pembinaan Forum Kemitraan Polisi dan 

Masyarakat (FKPM) sebagai wadah kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban. FKPM berperan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan 

kamtibmas secara musyawarah dan kekeluargaan. Selain itu, Satbinmas Polres Mojokerto turut mendorong 

penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam upaya 

pencegahan gangguan kamtibmas di lingkungan tempat tinggal masing-masing. 

Pelaksanaan program Satbinmas Polres Mojokerto juga diperkuat melalui peran Bhabinkamtibmas sebagai 

ujung tombak pembinaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi 

pembinaan dengan cara melakukan kunjungan rutin ke wilayah binaan, membangun komunikasi yang intensif 

dengan warga, serta menjalin koordinasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan unsur lembaga 

kemasyarakatan. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan 

rasa aman, karena masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun permasalahan yang berpotensi 

menimbulkan gangguan kamtibmas secara langsung dan lebih cepat. Dengan pola pembinaan yang bersifat 

mendekatkan diri kepada masyarakat, kepolisian dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, 

tindak kriminalitas, maupun bentuk gangguan keamanan lainnya. 

Dalam konteks pencegahan, Satbinmas Polres Mojokerto tidak hanya berfokus pada upaya penyuluhan dan 

patroli dialogis, tetapi juga melaksanakan kegiatan pembinaan yang bersifat pemberdayaan, yaitu mendorong 

masyarakat agar mampu menjadi subjek dalam menjaga keamanan lingkungan. Hal ini tercermin dari upaya 

penguatan program siskamling yang dijalankan melalui pembinaan kelompok-kelompok ronda, penyediaan 

pendampingan teknis tentang pengamanan swakarsa, serta pemberian arahan mengenai pola kerja sama 

antarwarga. Upaya ini menunjukkan bahwa kepolisian berusaha membangun sistem keamanan yang berbasis 

komunitas, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga berperan sebagai pelaku 

utama dalam meminimalkan peluang terjadinya gangguan kamtibmas. 

Selain itu, pelaksanaan program Satbinmas juga terintegrasi dengan agenda pemeliharaan ketertiban dalam 

kehidupan sosial masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Satbinmas turut hadir pada kegiatan-kegiatan 

masyarakat, baik yang bersifat formal seperti rapat desa, pertemuan FKPM, maupun kegiatan sosial seperti kerja 

bakti dan peringatan hari besar keagamaan. Kehadiran tersebut memiliki nilai strategis karena dapat memperkuat 

hubungan emosional antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap 

aparat penegak hukum. Kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan kemitraan yang 

efektif, sebab apabila masyarakat merasa dekat dan percaya, maka penyampaian informasi terkait potensi 

gangguan keamanan akan lebih mudah dilakukan. 

Satbinmas juga menjalankan peran mediasi dalam penyelesaian permasalahan sosial yang berpotensi 

mengarah pada konflik. Melalui FKPM dan pendekatan pemolisian masyarakat, Satbinmas mendorong 

penyelesaian permasalahan secara persuasif melalui musyawarah, terutama dalam kasus-kasus yang masih dapat 

diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian yang dilakukan melalui komunikasi dan mediasi tersebut 

sejalan dengan tujuan pemeliharaan kamtibmas, karena dapat mencegah konflik berkembang menjadi masalah 

yang lebih besar. Dengan demikian, program pembinaan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan 

kejahatan, tetapi juga sebagai sarana menjaga harmoni dan stabilitas sosial. 

Lebih lanjut, pelaksanaan Satbinmas di Polres Mojokerto juga menunjukkan adanya pola kerja sama lintas 

sektor dalam mendukung pencegahan gangguan kamtibmas. Kepolisian menjalin koordinasi dengan pemerintah 

daerah, instansi terkait, serta unsur masyarakat untuk memperkuat program pembinaan. Kerja sama tersebut 

diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan sosialisasi, penyuluhan kepada kelompok masyarakat 

tertentu, serta keterlibatan pihak-pihak terkait dalam memantau situasi keamanan wilayah. Dengan adanya 

sinergi tersebut, pelaksanaan program Satbinmas dapat berjalan lebih efektif karena tidak hanya bergantung pada 

kepolisian semata, tetapi juga melibatkan peran bersama seluruh elemen masyarakat.  
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Satuan Pembinaan 

Masyarakat di Polres Mojokerto telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pendekatan pembinaan dan kemitraan dengan 

masyarakat. Pelaksanaan program ini menunjukkan adanya upaya kepolisian dalam melibatkan masyarakat 

secara aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di 

wilayah hukum Polres Mojokerto. 

2. Faktor-Faktor Yuridis dan Non-Yuridis yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Satuan 

Pembinaan Masyarakat di Polres Mojokerto 

Pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) dalam pencegahan gangguan keamanan 

dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi jalannya program 

tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor yuridis dan faktor non-yuridis 

sebagaimana dikaji dalam teori penegakan hukum, yang memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu 

kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh aparat pelaksana, sarana 

pendukung, serta kondisi masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan program Satbinmas di Polres Mojokerto menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program 

pembinaan masyarakat dapat berjalan efektif, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaannya. 

Faktor yuridis dalam pelaksanaan program Satbinmas berkaitan erat dengan keberadaan regulasi yang 

menjadi dasar hukum serta arah kebijakan pembinaan masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan legitimasi dan 

kerangka normatif terhadap tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, 

adanya peraturan pelaksana seperti Peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) turut 

mempertegas bahwa pendekatan kepolisian dalam menjaga kamtibmas tidak hanya mengandalkan penindakan, 

tetapi juga mengedepankan keterlibatan masyarakat melalui pola kemitraan. Kejelasan dasar hukum tersebut 

memberikan pedoman formal bagi personel Satbinmas dalam menjalankan tugas pembinaan masyarakat, baik 

dalam bentuk penyuluhan hukum, patroli dialogis, pembinaan FKPM, maupun penguatan siskamling. Namun 

demikian, faktor yuridis tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan, melainkan juga dari bagaimana aturan 

tersebut dipahami, diterjemahkan, dan diimplementasikan di lapangan. Dalam praktiknya, masih terdapat 

kendala terkait penjabaran teknis di tingkat pelaksana, sehingga pelaksanaan program di lapangan terkadang 

belum seragam dan sangat bergantung pada kebijakan pimpinan satuan atau kondisi wilayah tertentu. 

Selain faktor yuridis, faktor non-yuridis juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan program 

Satbinmas di Polres Mojokerto. Faktor ini mencakup aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, serta 

partisipasi masyarakat sebagai objek sekaligus mitra dalam pembinaan kamtibmas. Salah satu faktor non-yuridis 

yang dominan adalah keterbatasan personel Satbinmas dan Bhabinkamtibmas yang harus menjangkau wilayah 

hukum Polres Mojokerto yang cukup luas dengan karakteristik wilayah yang beragam. Keterbatasan jumlah 

personel tersebut berdampak pada intensitas kegiatan pembinaan yang belum dapat dilakukan secara merata di 

seluruh wilayah, khususnya pada daerah-daerah pinggiran atau pedesaan yang jaraknya relatif jauh. Akibatnya, 

kegiatan pembinaan masyarakat terkadang lebih diprioritaskan pada wilayah yang dianggap memiliki tingkat 

kerawanan lebih tinggi atau pada wilayah yang sudah aktif melaksanakan program kemitraan. 

Faktor non-yuridis lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan 

operasional, fasilitas komunikasi, serta media penyuluhan yang diperlukan untuk menunjang efektivitas 

program. Sarana yang memadai sangat dibutuhkan agar program pembinaan tidak hanya bersifat formalitas, 

tetapi benar-benar mampu menjangkau dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Keterbatasan sarana ini 

dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan patroli dialogis maupun kegiatan penyuluhan hukum yang 

membutuhkan dukungan media agar pesan kamtibmas lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. 

Di samping itu, tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program 

Satbinmas. Program pembinaan masyarakat pada dasarnya membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, baik 

melalui keikutsertaan dalam FKPM, kegiatan siskamling, maupun penyampaian informasi terkait potensi 

gangguan keamanan. Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat tidak selalu stabil dan merata. Beberapa 

masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap keamanan lingkungan, tetapi ada pula yang 

masih menganggap keamanan sebagai tanggung jawab aparat semata. Kondisi sosial budaya masyarakat yang 

berbeda-beda juga mempengaruhi pola penerimaan masyarakat terhadap program pembinaan, sehingga 

pendekatan yang dilakukan Satbinmas perlu menyesuaikan karakter wilayah dan kebiasaan sosial masyarakat 

setempat. 
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Dengan demikian, faktor yuridis dan non-yuridis saling berkaitan dan sama-sama menentukan keberhasilan 

pelaksanaan program Satbinmas di Polres Mojokerto. Dukungan regulasi yang jelas dan operasional harus 

diikuti dengan kesiapan sumber daya, fasilitas pendukung, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Apabila 

seluruh faktor tersebut dapat berjalan secara seimbang, maka pelaksanaan program pembinaan masyarakat dalam 

pencegahan gangguan kamtibmas dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjungan. 

a. Faktor Yuridis 

Faktor yuridis merupakan faktor yang berkaitan dengan dasar hukum dan kebijakan yang menjadi 

pedoman dalam pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat. Salah satu faktor yuridis utama yang 

mempengaruhi pelaksanaan program Satbinmas di Polres Mojokerto adalah Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan landasan 

hukum bagi kepolisian dalam melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat sebagai bagian dari upaya 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam ketentuan undang-undang ini, kepolisian tidak 

hanya diposisikan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas melakukan tindakan represif, tetapi juga 

memiliki peran preventif dan preemtif melalui pembinaan masyarakat agar tercipta kondisi kamtibmas yang 

kondusif. 

Selain itu, pelaksanaan program Satbinmas juga dipengaruhi oleh peraturan pelaksana dan kebijakan 

internal kepolisian, termasuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur 

mengenai pemolisian masyarakat (Polmas) dan pembinaan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat. 

Keberadaan regulasi tersebut memberikan arah dan pedoman bagi personel Satbinmas dalam melaksanakan 

kegiatan pembinaan secara terstruktur dan terkoordinasi. Regulasi yang mengatur Polmas pada prinsipnya 

menekankan pentingnya kerja sama antara polisi dan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai 

mitra, sehingga upaya menjaga keamanan tidak hanya dibebankan kepada aparat kepolisian, tetapi menjadi 

tanggung jawab bersama. 

Di sisi lain, kebijakan internal kepolisian juga menjadi faktor penentu dalam mendukung 

keberlangsungan pelaksanaan program Satbinmas. Kebijakan ini mencakup ketentuan tentang pola 

koordinasi antarunit, mekanisme pelaporan kegiatan, serta sistem pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas personel Satbinmas di lapangan. Dengan adanya pedoman tersebut, program pembinaan 

masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan tidak berjalan secara sporadis. Selain itu, kebijakan 

internal juga berfungsi untuk mengintegrasikan program Satbinmas dengan strategi pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat Polres maupun Polsek, sehingga program yang dijalankan 

dapat relevan dengan kebutuhan wilayah. 

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam implementasi regulasi tersebut, 

terutama terkait dengan penjabaran teknis pelaksanaan program di tingkat satuan wilayah. Hal ini 

berpengaruh terhadap keseragaman pelaksanaan program Satbinmas di lapangan, termasuk dalam hal 

perencanaan kegiatan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembinaan masyarakat. Terkadang pedoman 

yang bersifat normatif belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan lapangan yang berbeda-beda, 

karena karakteristik sosial, budaya, dan tingkat kerawanan kamtibmas di tiap kecamatan maupun desa di 

wilayah hukum Polres Mojokerto memiliki variasi yang cukup kompleks. 

Selain itu, faktor yuridis juga dipengaruhi oleh sinkronisasi antara aturan yang satu dengan aturan yang 

lainnya, termasuk bagaimana regulasi tersebut dipahami dan diterapkan oleh aparat pelaksana di lapangan. 

Dalam situasi tertentu, aturan yang berlaku bisa saja sudah jelas secara substansi, namun implementasinya 

tidak maksimal karena keterbatasan interpretasi, pemahaman personel, atau karena belum adanya pedoman 

teknis yang lebih rinci sebagai petunjuk operasional. Akibatnya, pelaksanaan program Satbinmas 

cenderung bergantung pada kebijakan pimpinan satuan atau inisiatif personel, sehingga potensi perbedaan 

pola pelaksanaan di lapangan menjadi lebih besar. 

 

Dengan demikian, faktor yuridis memainkan peran penting sebagai fondasi pelaksanaan program 

Satbinmas. Kejelasan regulasi, konsistensi kebijakan internal, serta dukungan pedoman teknis yang 

operasional menjadi aspek penting agar pelaksanaan pembinaan masyarakat dapat berjalan secara efektif. 

Apabila regulasi dan kebijakan dapat diterjemahkan secara jelas hingga tingkat pelaksana, maka program 

Satbinmas di Polres Mojokerto akan memiliki standar yang lebih seragam serta mampu memberikan hasil 

yang optimal dalam pencegahan gangguan kamtibmas.  
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b. Faktor Non-Yuridis 

Selain faktor yuridis, pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat di Polres Mojokerto juga 

dipengaruhi oleh faktor non-yuridis. Faktor non-yuridis mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kondisi sosial masyarakat. Salah satu faktor non-yuridis 

yang mempengaruhi pelaksanaan program Satbinmas adalah keterbatasan jumlah personel. Jumlah personel 

Satbinmas yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di 

wilayah hukum Polres Mojokerto. Kondisi ini berdampak pada intensitas pelaksanaan kegiatan pembinaan 

masyarakat, khususnya dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dalam konteks 

wilayah Mojokerto yang terdiri dari beragam kecamatan dan karakter masyarakat yang berbeda, kebutuhan 

akan pembinaan yang rutin dan berkesinambungan menjadi cukup besar. Namun keterbatasan personel 

membuat program pembinaan tidak selalu dapat dilakukan dengan frekuensi yang ideal di setiap wilayah. 

Keterbatasan personel juga berpengaruh terhadap beban kerja yang harus ditanggung oleh anggota 

Satbinmas maupun Bhabinkamtibmas. Dalam pelaksanaan tugas, mereka tidak hanya melaksanakan 

kegiatan pembinaan, tetapi juga menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan lainnya yang sering kali 

membutuhkan respons cepat di lapangan. Akibatnya, kegiatan pembinaan yang seharusnya bersifat 

preventif terkadang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi keamanan yang berkembang. Hal ini 

menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Satbinmas sangat bergantung pada ketersediaan 

sumber daya manusia yang memadai. 

Faktor non-yuridis lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program. 

Sarana seperti kendaraan operasional, media penyuluhan, serta fasilitas pendukung lainnya masih 

memerlukan peningkatan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat di 

lapangan. Kendaraan operasional, misalnya, menjadi sarana penting untuk menjangkau wilayah-wilayah 

tertentu yang letaknya cukup jauh atau memiliki akses yang tidak selalu mudah. Apabila sarana mobilitas 

terbatas, maka kegiatan patroli dialogis, kunjungan pembinaan, maupun monitoring program siskamling 

akan kurang optimal, terutama di daerah pinggiran dan pedesaan. 

Selain kendaraan, keterbatasan media penyuluhan juga berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian 

pesan kamtibmas kepada masyarakat. Penyuluhan hukum akan lebih mudah dipahami apabila didukung 

dengan media yang komunikatif, seperti brosur, pamflet, materi visual, atau pemanfaatan teknologi 

informasi. Namun apabila sarana tersebut terbatas, penyuluhan lebih banyak dilakukan secara lisan, 

sehingga daya jangkau dan penguatan pesan dalam masyarakat menjadi tidak maksimal. Keterbatasan 

fasilitas pendukung ini pada akhirnya mempengaruhi kualitas program pembinaan yang dilaksanakan oleh 

Satbinmas. 

Di samping itu, faktor partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting yang termasuk 

dalam faktor non-yuridis. Keberhasilan program Satbinmas sangat dipengaruhi oleh kemauan dan 

keterlibatan aktif masyarakat. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat tidak selalu merata, karena 

dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, kepedulian terhadap keamanan lingkungan, serta pengalaman 

masyarakat dalam berinteraksi dengan aparat kepolisian. Apabila masyarakat aktif, maka pembinaan akan 

lebih mudah dilakukan dan program seperti FKPM maupun siskamling dapat berjalan efektif. Namun 

apabila partisipasi masyarakat rendah, maka program pembinaan tidak mencapai tujuan maksimal karena 

masyarakat cenderung pasif. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi sosial budaya masyarakat juga turut mempengaruhi pelaksanaan 

program Satbinmas. Setiap wilayah memiliki karakter dan pola interaksi sosial yang berbeda. Ada wilayah 

yang memiliki budaya gotong royong tinggi sehingga kegiatan siskamling mudah dihidupkan, namun ada 

pula wilayah yang masyarakatnya cenderung individualis sehingga penguatan keamanan lingkungan 

membutuhkan upaya pembinaan lebih intensif. Oleh karena itu, Satbinmas perlu menyesuaikan strategi 

pembinaan dengan kondisi sosial yang ada agar pesan kamtibmas dapat diterima dan diterapkan oleh 

masyarakat. 

Dengan demikian, faktor non-yuridis seperti keterbatasan personel, minimnya sarana dan prasarana, 

tingkat partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial budaya menjadi aspek yang sangat menentukan 

keberhasilan pelaksanaan program Satbinmas di Polres Mojokerto. Dukungan sumber daya dan fasilitas 

yang memadai, disertai peningkatan keterlibatan masyarakat, menjadi faktor penting agar program 

pembinaan masyarakat dalam pencegahan gangguan kamtibmas dapat berjalan lebih optimal dan 

berkelanjutan. 
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Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan 

program Satbinmas. Partisipasi masyarakat yang belum merata, khususnya di wilayah tertentu, menyebabkan 

pelaksanaan program pembinaan belum sepenuhnya berjalan optimal. Faktor ini dipengaruhi oleh tingkat 

kesadaran hukum masyarakat, latar belakang sosial budaya, serta persepsi masyarakat terhadap peran kepolisian. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program Satuan Pembinaan 

Masyarakat di Polres Mojokerto dipengaruhi oleh faktor yuridis dan non-yuridis yang saling berkaitan. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat landasan hukum, meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, melengkapi sarana dan prasarana, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat guna mendukung 

pelaksanaan program Satbinmas dalam pencegahan gangguan kamtibmas. 

4.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat Polres 

Mojokerto dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan pembinaan masyarakat oleh Satuan Pembinaan Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembinaan 

masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang selaras dengan prinsip community policing atau 

pemolisian masyarakat, antara lain komunikasi personal, penyuluhan tematik, patroli dialogis, serta pelaksanaan 

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai sarana penyelesaian permasalahan kamtibmas secara 

musyawarah. Pendekatan kemitraan antara Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga 

berperan dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat kedekatan sosial, serta mendorong kesadaran 

masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, pelaksanaan program Satuan Pembinaan 

Masyarakat di Polres Mojokerto dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yuridis maupun non-yuridis. Faktor 

yuridis meliputi adanya landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal 

kepolisian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat. Sementara itu, faktor non-yuridis 

meliputi keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah binaan, tingkat kesadaran hukum 

masyarakat yang belum merata, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan yang masih 

berfluktuasi. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan 

masyarakat di wilayah hukum Polres Mojokerto. 
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